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PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK 
MEWUJUDKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS 

DI KOTA DENPASAR

Oleh: 
Putu Lantika Oka Permadhi1

Abstract
Transportation plays an important role in supporting, improving and enhancing 
the economic development both regionally and nationally. The need for services 
is increasing traffic, limiting the number of motor vehicles as much growing from 
year to year in Denpasar City causes unbalance between the number of vehicles 
available with the road infrastructure are available and also increase the traffic 
accident per year. Accidents in the road are usually caused by motor vehicles. 
In this case largely due to technical factors and not roadworthy. The issues 
examined are how is the implementation of the motor vehicle feasibility test in 
Denpasar City and whether is the implementation of vehicle testing already able 
to realize the safety of traffic in Denpasar City. The research was classified into 
empirical legal research of the descriptive analysis research using primary and 
secondary data.

Keywords : Traffic, Transportation, Motor Vehicle Testing

Abstrak
Transportasi memainkan peran penting dalam mendukung, memperbaiki dan 
meningkatkan pembangunan ekonomi baik di tingkat regional maupun nasional. 
Kebutuhan akan layanan lalu lintas semakin meningkat, jumlah kendaraan 
bermotor bertambah dari tahun ke tahun di Kota Denpasar sehingga menyebabkan 
ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan yang dengan infrastruktur jalan 
dan juga meningkatkan kecelakaan lalu lintas per tahun. Kecelakaan yang terjadi 
di jalan biasanya disebabkan oleh kendaraan bermotor, dalam hal ini sebagian 
besar dikarenakan dari faktor teknis dan tidak layak jalan. Permasalahan yang 
diteliti adalah Bagaimana pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bermotor di 
Kota Denpasar dan Apakah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sudah 
dapat mewujudkan keselamatan berlalu lintas di Kota Denpasar. Penelitian 
ini diklasifikasikan ke dalam penelitian hukum empiris dari penelitian analisis 
deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Kata Kunc� : Lalu Lintas, Transportasi, Pengujian Kendaraan Bermotor

1  Staf D�nas Perhubungan Kota Denpasar, ema�l: lant�kaokap@yahoo.com
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I.  PENDAHULUAN
Keh�dupan sebuah kota t�dak 

dapat d�lepaskan dar� kebutuhan 
akan berbaga� sarana dan prasarana 
layanan publ�k sebaga� pendukung 
kebutuhan masyarakat.2 Pertumbuhan 
yang pesat dar� populas� perkotaan 
berdampak terhadap kebutuhan 
sarana dan prasarana. Salah satu 
sarana dan prasarana layanan 
publ�k yang ada adalah lalu l�ntas, 
yang d�mana merupakan sebuah 
sarana komun�kas� masyarakat dan 
mempunya� peran pent�ng dalam 
memperlancar pembangunan. Dengan 
beg�tu memudahkan adanya akses 
pada masyarakat untuk melaksanakan 
berbaga� keg�atan serta untuk 
pemenuhan perekonom�an.

Salah satu unsur pent�ng 
pada lalu l�ntas ya�tu transportas�, 
yang d�mana transportas� �n� sangat 
mendukung keg�atan dan perputaran 
roda pembangunan nas�onal terutama 
pada b�dang perekonom�an sepert� 
perdagangan dan �ndustr�. Dalam 
keg�atan perdagangan dan �ndustr�, 
sarana dan prasarana sangat d�perlukan 
untuk mendukung akt�v�tas d� kawasan 
kota.3 Kawasan kota merupakan tempat 

2 Pontoh, N�a Kurn�as�h dan Iwan Kust�awan, 
2009, Pengantar Perencanaan Perkotaan, 
Int�tut Teknolog� Bandung (ITB), Bandung, 
hlm. 108.

3 A�nun Naz�fah dan Ernawat�, Kinerja 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informastika Kota Pekanbaru Dalam 
Melakukan Pemeriksaan Angkutan Kota 
(Uji Kir), F�s�p Un�vers�tas R�au, https://
jom.unr�.ac.�d/�ndex.php/JOMFSIP/
art�cle/v�ew-F�le/2214/2156, d�akses pada 
tanggal 3 September 2017.

berbaga� keg�atan masyarakat dengan 
segala akt�v�tasnya. Oleh sebab �tu, 
banyak orang yang meng�ng�nkan 
adanya sebuah kenyamanan dalam 
bertransportas�, seh�ngga kemajuan 
teknolog� yang ada menjad� sebuah 
tuntutan besar. Dengan adanya 
kemajuan teknolog� pada transportas�, 
perkembangan lalu l�ntas dan angkutan 
jalan menjad� leb�h men�ngkat dar� 
sebelumnya.

Kendaraan bermotor yang 
merupakan salah satu komponen 
sarana transportas� yang sangat 
pent�ng bag� perkembangan keg�atan 
perekonom�an, sos�al dan kebudayaan 
suatu negara karena kendaraan 
bermotor �n� mempunya� peran sebaga� 
alat pergerakan orang dan/atau barang 
dar� suatu w�layah ke w�layah la�n 
dengan waktu yang relat�f s�ngkat, 
ef�s�en dan efekt�f. 

Oleh sebab �tu, dalam konteks 
pergerakan barang dan jasa dapat 
d�s�mpulkan bahwa transportas� 
merupakan salah satu mata ranta� 
terpent�ng dalam pembangunan 
dan pemel�haraan jar�ngan-jar�ngan 
d�str�bus�. Sedangkan dalam konteks 
pergerakan orang, transportas� 
berperan sebaga� sarana dalam 
peng�s� keh�dupan sos�al, ekonom�, 
kebudayaan dan pol�t�k masyarakat. 
Dengan dem�k�an, transportas� dapat 
d�katakan sebaga� salah satu unsur 
pent�ng untuk memajukan keh�dupan 
masyarakat. Pengert�an transportas� 
secara sederhana d�def�n�s�kan sebaga� 
pem�ndahan muatan barang atau 
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manus�a dar� satu tempat atau w�layah 
ke tempat atau w�layah la�nnya sebaga� 
tujuan. D�mana dalam pelaksanaan 
transportas� �tu d�atur oleh undang-
undang dengan tujuan mewujudkan lalu 
l�ntas, angkutan jalan, perkeretaap�an, 
penerbangan dan pelayaran dengan 
selamat, aman, cepat, lancar, tert�b dan 
teratur, nyaman dan ef�s�en, mampu 
memadukan transportas� la�nnya, 
menjangkau seluruh pelosok w�layah 
daratan untuk menunjang pemerataan, 
pertumbuhan dan stab�l�tas sebaga� 
pendorong, penggerak dan penunjang 
pembangunan nas�onal dengan 
b�aya yang terjangkau oleh daya 
bel� masyarakat. Pada kenyataannya 
pelayanan angkutan barang dan orang 
yang t�dak memada� merupakan 
kontr�butor utama padatnya lalu l�ntas 
jalan raya seh�ngga menyebabkan 
adanya tuntutan pelayanan yang leb�h 
ba�k. Transportas� �n� juga sangat 
berkontr�bus� pada penurunan dar� 
kual�tas udara luar ruangan yang 
menyebabkan terjad�nya penyak�t 
pernapasan terutama pada daerah 
dengan kepadatan lalu l�ntas yang luar 
b�asa, banyaknya kecelakaan yang 
terjad� d� jalan raya, berkontr�bus� juga 
pada deples� sumber eneg� yang tak 
terbarukan, serta juga pada pelepasan 
gas rumah kaca yang mas�f ak�bat dar� 
pembakaran bahan bakar yang tak 
terbarukan.

Dengan alasan tersebut, t�daklah 
mengherankan b�la d� beberapa 
daerah terutama d�kota-kota besar 
telah d�tetapkan ketentuan dan 

peraturan berlalu l�ntas d� jalan raya 
yang mempunya� tujuan untuk dapat 
memast�kan adanya keamanan dan 
kenyamanan dalam berkendara, serta 
adanya perl�ndungan pada konsumen 
dan juga untuk pelestar�an pada fungs� 
l�ngkungan h�dup. Penyelenggaraan 
lalu l�ntas dan angkutan jalan yang 
menggunakan kendaraan bermotor 
seharusnya mampu menjam�n daya 
jangkau dan pelayanan dengan 
memperhat�kan keselamatan umum, 
terc�ptanya keamanan dan ketert�ban 
masyarakat dalam berkendara serta 
untuk kelestar�an pada l�ngkungan 
sek�tar. Kendaraan bermotor yang 
d�gunakan d�jalan harus selalu 
memenuh� adanya persyaratan tekn�s 
dan la�k jalan, termasuk adanya 
persyaratan ambang batas em�s� gas 
buang dan keb�s�ngan. Pada dasarnya, 
persyaratan tekn�s dan la�k jalan 
�n� d�berlakukan waj�b bag� seluruh 
kendaraan yang beroperas� d�jalan. 
Namun dalam Peraturan Pemer�ntah 
Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan, hanya jen�s kendaraan 
penumpang umum dan barang 
yang d�waj�bkan untuk melakukan 
pemer�ksaan penguj�an kendaraan 
bermotor. Penguj�an kendaraan 
bermotor secara umum d�laksanakan 
sela�n dalam rangka menjam�n 
keselamatan dan pelayanan umum, 
juga merupakan salah satu upaya 
untuk memperba�k� kual�tas udara d� 
luar ruangan terutama d� jalan raya 
serta permuk�man yang berada pada 
l�ntasan ang�n yang berasal dar� jalan 
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raya. Menyadar� pent�ngnya peranan 
transportas� dalam berlalu l�ntas d� 
jalan, maka pemer�ntah harus menata 
leb�h ba�k s�stem transportas� nas�onal 
secara terpadu dan juga mampu 
mewujudkan jasa transportas� yang 
tert�b, nyaman, teratur, cepat, lancar 
dan dengan b�aya yang terjangkau 
seh�ngga kebutuhan akan lalu l�ntas 
dan pelayanan angkutan yang nyaman 
dapat d�wujudkan. Oleh sebab �tu, 
pemer�ntah telah mengeluarkan 
keb�jakan pada b�dang transportas� 
darat ya�tu d�keluarkannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu L�ntas dan Angkutan Jalan 
(selanjutnya d�sebut UU 22/2009) yang 
d�mana pelaksanaannya khususnya 
dalam menjalankan pelayanan 
penguj�an kendaraan bermotor 
merupakan langkah prevent�f.

Dengan menyadar� pent�ngnya 
peranan transportas�, maka lalu l�ntas 
dan angkutan jalan harus d�tata dalam 
suatu s�stem transportas� nas�onal secara 
terpadu dan mampu  mewujudkan 
tersed�anya jasa transportas� yang 
sesua� dengan t�ngkat kebutuhan lalu 
l�ntas dan pelayanan angkutan yang 
tert�b, nyaman, cepat, teratur, lancar 
dan dengan b�aya yang terjangkau 
oleh daya bel� masyarakat. Untuk 
�tu pemer�ntah telah mengeluarkan 
keb�jakan d� b�dang transportas� darat 
ya�tu dengan d�keluarkannya UU No. 
22 Tahun 2009 tentang Lalu L�ntas 
dan Angkutan Jalan (selanjutnya 
d�sebut UU 22/2009). Pelaksanaan 
UU 22/2009, khususnya dalam 

menjalankan pelayanan penguj�an 
kendaraan bermotor merupakan 
langkah  prevent�f. 

Berdasarkan ketentuan UU 
22/2009, telah d�waj�bkan bag� set�ap 
kendaraan bermotor yang d�operas�kan 
d� jalan harus d�lakukan penguj�an. 
Namun meng�ngat keterbatasan 
fas�l�tas dan peralatan penguj�an 
yang ada, maka kewaj�ban uj� 
tersebut saat �n� mas�h d�batas� pada 
jen�s kendaraan bermotor tertentu 
saja, ya�tu mob�l barang, mob�l bus, 
kendaraan khusus dan angkutan 
umum. Jen�s-jen�s kendaraan tersebut 
yang waj�b untuk pemer�ksaan dan 
penguj�an la�k jalan kendaraan yang 
d�lakukan set�ap 6 (enam) bulan 
sekal�. D�nas Perhubungan harus 
mengopt�malkan pelayanan penguj�an 
kendaraan bermotor. Dewasa �n�, 
pelayanan penguj�an kendaraan 
bermotor �n� d�rasakan cukup pent�ng 
dalam tatanan penyelenggaraan 
pemer�ntah pada b�dang perhubungan 
khususnya transportas� darat, maka 
dar� �tu D�nas Perhubungan selalu 
d�tuntut member�kan pelayanan yang 
ba�k kepada pengguna kendaraan 
bermotor supaya para pengguna 
kendaraan tersebut mau melakukan 
uj� kelayakan kendaraan. Pelayanan 
kepada masyarakat �n� memerlukan 
adanya k�nerja yang ba�k dalam 
pelayanan publ�k seh�ngga terc�pta 
tujuan ya�tu adanya kepuasan dar� 
para pengguna jasa penguj�an 
kendaraan bermotor. Transportas� 
saat �n� leb�h mengutamakan pada 
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pelayanan jasa orang dan barang 
kepada konsumennya, dan untuk 
mendapatkan konsumen tersebut harus 
mempunya� �j�n untuk layak berada 
d� jalan sebaga� tempat penguj�an 
kendaraan/transportas�. Pelayanan 
penguj�an kendaraan bermotor adalah 
pemer�ksaan pada kond�s� kendaraan 
yang d�lakukan oleh petugas yang 
berwenang dalam hal �n� d�sebut 
penguj�. Penguj� �n� akan menentukan 
apakah kendaraan yang d�uj� tersebut 
telah memenuh� persyaratan la�k jalan 
atau t�dak, termasuk juga kelengkapan 
surat-surat kendaraan bermotor 
yang merupakan kewenangan dar� 
Perhubungan. Dar� pemer�ksaan 
kond�s� kendaraan bermotor tersebut, 
maka sangat d�butuhkan pelayanan 
dalam kelancaran penguj�an kendaraan 
bermotor �tu send�r�. Isu d� b�dang 
transportas� adalah permasalahan 
mengena� banyaknya kecelakaan 
lalu l�ntas yang terjad� dan masalah 
l�ngkungan. Salah satu faktor yang 
mempengaruh� kecelakaan lalu l�ntas 
adalah kond�s� pada kendaraan. Dengan 
dem�k�an, dalam upaya menekan 
jumlah kecelakaan yang terjad� d� jalan 
serta untuk pengendal�an masalah 
l�ngkungan, langkah yang d�lakukan 
adalah melalu� penguj�an kendaraan 
bermotor.

Salah satu fungs� utama 
pemer�ntah adalah untuk melaksanakan 
keg�atan pembangunan serta pelayanan 
kepada masyarakat sebaga� bentuk 
tugas umum untuk mewujudkan 

adanya kesejahteraan.4 Oleh sebab �tu, 
D�nas Perhubungan Kota Denpasar 
berusaha membuat sebuah s�stem 
transportas� d�mana masyarakat dapat 
merasa nyaman dalam berkendara 
dengan cara men�ngkatkan penyed�aan 
sarana, prasarana dan fas�l�tas 
perhubungan yang bertujuan untuk 
mengurang� kecelakaan lalu l�ntas 
dan mengh�ndarkan masyarakat 
dar� kesesatan dalam perjalanan, 
men�ngkatkan kual�tas pelayanan 
angkutan umum dengan member�kan 
sos�al�sas� pada kru angkutan tentang 
UU 22/2009, menc�ptakan masyarakat 
Kota Denpasar yang leb�h �nformat�f 
dan komun�kat�f dengan cara 
penyebaran �nformas� secara cepat dan 
akurat seh�ngga dapat terjal�n hubungan 
yang s�nerg� antara masyarakat 
dengan Pemer�ntah Kota Denpasar 
untuk men�ngkatkan part�s�pas� 
masyarakat dalam pembangunan. 
Mengacu pada Pasal 48 UU 22/2009 
secara tegas menjelaskan mengena� 
kendaraan bermotor yang beroperas� 
d�jalan harus memenuh� persyaratan 
tekn�s yang mel�put� susunan, 
perlengkapan, ukuran, karoser�, 
rancangan tekn�s kendaraan sesua� 
dengan peruntukannya, pemuatan, 
penggunaan, penggandengan 
kendaraan bermotor dan/atau 
penempelan kendaraan bermotor serta 

4 Otov�nur Dw� Chant�ka, 2013, Kinerja 
Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan 
Bermotor Wiyung Kota Surabaya, Volume 1 
Nomor 1  Januar� 2013, http://juornal.una�r.
ac.�d/download-fullpapers-2%20Otov�nur%2
0KMP%20VI%20NI%20Jan-Apr�l%202013.
pdf, d�akses pada tanggal 3 September 2017.
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persyaratan la�k jalan mel�put� em�s� 
gas buang, keb�s�ngan suara, ef�s�ens� 
s�stem rem utama, ef�s�ens� s�stem 
rem park�r, k�ncup roda depan, suara 
klakson, daya pancar dan arah s�nar 
lampu utama, rad�us putar, akuras� 
alat penunjuk kecepatan, kesesua�an 
k�nerja roda dan kond�s� ban dan 
kesesua�an daya mes�n penggerak 
terhadap berat kendaraan. Apab�la 
mel�hat fakta d�jalan terka�t kond�s� 
f�s�k d�mana sebag�an besar angkutan 
penumpang maupun angkutan barang 
jauh dar� kata layak. Ser�ngkal� d�temu� 
angkutan penumpang yang mogok d� 
p�ngg�r jalan seh�ngga mengganggu 
kenyamanan berkendara ataupun 
kond�s� kendaraan yang seharusnya 
t�dak la�k jalan. Keadaan sepert� �n� 
akan menjad� masalah dengan pos�s� 
Kota Denpasar yang sangat strateg�s 
tersebut menyebabkan pergerakan 
arus transportas� yang terjad� sangat 
padat. Sela�n �tu fakta yang ser�ng 
d�temu� d� jalan adalah peny�mpangan 
pengoperas�an angkutan umum yang 
meleb�h� kapas�tas, ya�tu banyak 
penumpang yang dalam 1 (satu) 
kendaraan meleb�h� kapas�tas yang 
ada pada angkutan umum ataupun 
penumpang harus bertahan dalam 
kond�s� apapun d� dalam bus, 
set�daknya d� p�ntu bus asal terangkut 
serta banyaknya kejad�an kecelakaan 
lalu l�ntas yang d�ak�batkan oleh rem 
blonk. Dengan dem�k�an seharusnya 
set�ap kendaraan yang beroperas� 
d�jalan d�waj�bkan untuk melakukan 

pemer�ksaan kendaraan bermotor 
nya. Berdasarkan ura�an-ura�an 
d�atas, dengan dem�k�an penul�s 
tertar�k mengadakan penel�t�an dan 
menuangkannya dalam penul�san 
hukum dengan judul: “PENGUJIAN 
KENDARAAN BERMOTOR 
UNTUK MEWUJUDKAN 
KESELAMATAN BERLALU 
LINTAS DI KOTA DENPASAR”.

Dengan latar belakang tersebut 
d�atas, adapun permasalahan yang 
dapat d�kaj� dalam  art�kel �n�, ya�tu:
1. Baga�mana pelaksanaan uj� 

kelayakan kendaraan bermotor 
d� Kota Denpasar?

2. Apakah pelaksanaan penguj�an 
kendaraan bermotor sudah 
dapat mewujudkan keselamatan 
berlalu l�ntas d� Kota Denpasar?
Penel�t�an �n� adalah karya 

�lm�ah asl� yang belum pernah d�tel�t� 
sebelumnya. Adapun karya �lm�ah yang 
terka�t dengan karya �lm�ah Penul�s 
tentang Penguj�an Kendaraan Bermotor 
Untuk Mewujudkan Keselamatan 
Berlalu L�ntas d� Kota Denpasar ya�tu 
karya �lm�ah dar� Ida Bagus Komang 
Surya Dharma Putra dan Agoes 
Ganesha Rahyuda tahun 2015 dengan 
judul Pengaruh L�ngkungan Kerja 
F�s�k dan Stres Kerja Terhadap K�nerja 
Pegawa� UPT. Penguj�an Kendaraan 
Bermotor D�nas Perhubungan Kota 
Denpasar yang rumusan masalahnya 
adalah baga�mana hubungan antara 
l�ngkungan kerja f�s�k, stres kerja, 
dan k�nerja pada  konteks organ�sas� 
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pelayanan publ�k yang melayan� jasa 
penguj�an kendaraan bermotor dengan 
s�stem drive thru d� Kota Denpasar?.5 
Karya �lm�ah la�nnya yang terka�t 
ya�tu I Made Ad�tya W�ryadarma dan 
I Gust� Ngurah Wa�rocana tahun 2015 
dengan judul Penegakan Peraturan 
Daerah Kota Denpasar Nomor 26 
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan 
Penguj�an Kendaraan Bermotor 
yang rumusan masalahnya adalah 
baga�mana pelaksanaan penguj�an 
kendaraan bermotor berdasarkan UU 
No. 23 Tahun 2014 ? dan faktor-faktor 
apa yang menyebabkan terhambat 
nya pelaksanaan penguj�an kendaraan 
bermotor d� Kota Denpasar ?.6 Tampak 
jelas adanya perbedaan dar� karya 
�lm�ah tersebut dengan karya �lm�ah 
yang d�buat oleh Penul�s. Keunggulan 
karya �lm�ah �n� dar� karya �lm�ah 
la�nnya ya�tu membahas leb�h dalam 
tentang pelaksanaan uj� kelayakan 
kendaraan bermotor d� Kota Denpasar 
dan apakah dengan melakukan 
penguj�an kendaraan bermotor sudah 

5 Ida Bagus Komang Surya Dharma Putra 
dan Agoes Ganesha Rahyuda, Pengaruh 
Lingkungan Kerja Fisik dan Stres Kerja 
Terhadap Kinerja Pegawai di UPT. Pengujian 
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 
Kota Denpasar, E-Jurnal Manajemen 
Unud, Vol. 4, No. 9, 2015: 2491-, https://
ojs,unud.ac.�d/�ndex.php/Manajemen/art�cle/
v�ew/12895/10301,  diakses pada tanggal 3 
September 2017.

6  I Made Ad�tya W�ryadarma dan I Gust� Ngurah 
Wa�rocana, Penegakkan Peraturan Daerah 
Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2001 Tentang 
Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan 
Bermotor, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 
3, No. 3, 2015, https://ojs,unud.ac.�d/�ndex.
php/Kerthanegara/art�cle/v�ew/15203, d�akses 
pada tanggal 3 September 2017.

dapat mewujudkan adanya keselamatan 
berlalu l�ntas.

Dengan mel�hat latar belakang 
masalah d�atas, tujuan umum dar� 
penel�t�an �n� adalah untuk memaham� 
pelaksanaan uj� kelayakan kendaraan 
bermotor d� Kota Denpasar seh�ngga 
masyarakat dapat mengetahu� 
baga�mana proses dan pelaksanaan 
pelayanan dalam melakukan uj� 
kendaraan bermotor.

Sesua� dengan permasalahan 
yang d�kaj�, maka tujuan khusus dar� 
penel�t�an �n�, adalah : 
1. Untuk mengetahu� dan 

menganal�s�s pelaksanaan uj� 
kelayakan kendaraan bermotor 
d� Kota Denpasar.

2. Untuk menganal�s�s pelaksanaan 
penguj�an kendaraan bermotor 
dalam upaya mewujudkan 
keselamatan berlalu l�ntas d� 
Kota Denpasar.

II.  METODE PENELITIAN
Jen�s penel�t�an �n� adalah 

penel�t�an hukum emp�r�s. Penel�t�an 
hukum emp�r�s merupakan penel�t�an 
tentang fakta-fakta sos�al masyarakat 
atau fakta-fakta berlakunya hukum d� 
masyarakat.7 Dalam penel�t�an �n�, s�fat 
penel�t�an yang d�gunakan deskriptif 
analisis ya�tu dapat menggambarkan 
secara tepat, r�nc�, s�stemat�s dan 
menyeluruh serta menggunakan 
cara dengan menganal�s�s data yang 
d�peroleh yang berka�tan dengan 
7 Bahder Johan Nasut�on, 2008, Metode 

Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, 
Bandung, hlm. 135.



279

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  September 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 3 : 272 - 288

permasalahan seh�ngga mendapatkan 
gambaran yang jelas.8

Data yang d�gunakan dalam 
penel�t�an �n� d�peroleh dar� dua 
sumber data, ya�tu :
1. Sumber Data Pr�mer (data 

lapangan), yakn� data yang 
d�peroleh terutama dar� has�l 
penel�t�an emp�r�s, ya�tu 
penel�t�an yang d�lakukan 
langsung d� masyarakat.9 Data 
yang d�peroleh d�dapatkan 
secara langsung melalu� tekn�k 
wawancara dengan �nforman 
dan responden. 

2. Sumber Data Sekunder, adalah 
data yang d�peroleh dar� 
kepustakaan ya�tu  dengan 
menel�t� bahan-bahan hukum.

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengertian Pengujian 

Kendaraan Bermotor
Penguj�an kendaraan bermotor 

adalah serangka�an keg�atan menguj� 
atau memer�ksa kendaraan bermotor, 
kereta gandengan, kereta tempelan dan 
kendaraan khusus untuk mewujudkan 
adanya pemenuhan terhadap 
persyaratan tekn�s dan la�k jalan.10 
8 N� Made Angg�a Paramesth� Fajar, 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali 
No 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata di 
Kabupaten Badung, Jurnal Mag�ster Hukum 
Udayana (Udayana Master Law Journal), vol. 
4 no. 2 ed�s� Jul� 2015, hlm. 344.

9 Mukt� Fajar & Yul�anto Achmad, 2010, 
Dualisme Penelitian Hukum Noramtif & 
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 
157.

10 Dan�el, Studi Tentang Pelayanan dan 
Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor di 
UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas 
Perhubungan Kota Samarinda, eJournal 
Adm�n�stras� Negara,  2013, 1 (4): 1554-

Penguj�an kendaraan motor �n� juga b�sa 
d�sebut uj� k�r. Berdasarkan Peraturan 
Pemer�ntah Republ�k Indones�a Nomor 
55 tahun 2012 tentang Kendaraan 
pada Pasal 146 yang menyebutkan 
penguj�an kendaraan bermotor 
d�lakukan secara berkala enam 
bulan sekal� dalam rangka menjam�n 
adanya keselamatan masyarakat dan 
kelestar�an l�ngkungan.  

Pem�l�k kendaraan waj�b untuk 
mendaftarkan kendaraan bermotor 
nya untuk pengumpulan data yang 
d�gunakan untuk tert�b adm�n�stras�, 
pengendal�an kendaraan bermotor 
yang beroperas�, mempermudah 
penyel�d�kan pelanggaran atau 
kejahatan yang menyangkut kendaraan 
yang bersangkutan, serta dalam rangka 
perencanaan, rekayasa dan manajemen 
lalu l�ntas dan angkutan umum serta 
untuk memenuh� kebutuhan data 
la�nnya dalam rangka perencanaan 
pembangunan nas�onal. Pelaksanaan 
penguj�an kendaraan bermotor 
d�lakukan pada Un�t Penguj�an 
Kendaraan Bermotor dan d�jalankan 
oleh penguj� yang memenuh� 
persyaratan yang d�tetapkan oleh 
pemer�ntah. Bag� kendaraan yang 
sudah memenuh� persyaratan kela�kan 
jalan akan d�sahkan oleh pejabat yang 
d�tunjuk dan d�ber�kan tanda uj�. 
Sasaran penguj�an �n� mel�put� keg�atan 
memer�ksa, menguj�, mencoba dan 

1568, http://ejournal.an.f�s�p-unmul.ac.�d/
s�te/wpcontent/uploads/2013/11/02_format_
art�kel_ejournal_mula�_hlm_genap%20(11-
27-13-07-00-58.pdf, d�akses pada tanggal 3 
September 2017.
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menel�t� yang d�arahkan kepada 
set�ap kendaraan bermotor waj�b 
uj� secara keseluruhan pada bag�an-
bag�an kendaraan secara fungs�onal 
dalam s�stem komponen dan d�mens� 
tekn�snya ba�k maupun berdasarkan 
persyaratan tekn�s yang objekt�f.

Pelayanan penguj�an kendaraan 
bermotor �n� juga merupakan salah 
satu obyek retr�bus� jasa umum. 
Obyek retr�bus� jasa umum adalah 
suatu pelayanan yang d�ber�kan oleh 
pemer�ntah ba�k pusat maupun daerah 
yang bertujuan untuk kepent�ngan 
dan kemanfaatan umum serta dapat 
d�n�kmat� oleh pr�bad� maupun 
badan.11 Sebaga�mana d�maksud dalam 
jen�s-jen�s retr�bus� jasa umum huruf 
(g) pelayanan penguj�an kendaraan 
bermotor �n� sudah sesua� dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang d�selenggarakan oleh 
pemer�ntah pusat maupun daerah.12

Penguj� dalam pelaksanaan 
penguj�an kendaraan bermotor 
kendaraan bermotor merupakan 
pegawa� neger� s�p�l yang d�ber�kan 
tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak secara penuh oleh pejabat 
berwenang untuk melakukan tugas 
menguj� kendaraan bermotor dan 
mempunya� sert�f�kat kompetens� dan 
kual�f�kas� tekn�s penguj� kendaraan 
bermotor. Kendaraan bermotor d� s�n� 
adalah kendaraan yang d�gerakkan 
dengan peralatan tekn�k d�mana 
peralatan tersebut merupakan satu 
11 Nurlan Dar�se, 2006, Pengelolaan Keuangan 

Daerah. PT. Indeks, Jakarta, hlm. 72.
12 Ibid, hlm. 73

kesatuan s�stem yang terd�r� dar� 
rangka landasan, bag�an-bag�an 
motor penggerak, perangkat penerus 
daya, bod� kendaraan, perangkat 
rem, perangkat suspens� atau roda, 
perangkat kemud� beserta kel�str�kan 
yang sal�ng mengadakan Inter relas� 
secarat tert�b.  

Dalam Peraturan Menter� 
Perhubungan Nomor 133 Tahun 
2015 tentang Penguj�an Kendaraan 
Bermotor pada Pasal 1 menjelaskan 
penguj�an berkala kendaraan bermotor 
yang selanjutnya d�sebut uj� berkala 
adalah penguj�an kendaraan bermotor 
yang d�lakukan secara berkala dalam 
6 (enam) bulan sekal� terhadap set�ap 
kendaraan bermotor, kereta gandengan, 
dan kereta tempelan dan kendaraan 
khusus. Penguj�an kendaraan bermotor 
�n� d�laksanakan untuk mengawas� 
kond�s� tekn�s kendaraan bermotor �tu 
send�r� agar senant�asa dalam kond�s� 
la�k jalan. 

Tujuan dar� pelaksanaan 
penguj�an kendaraan bermotor adalah:
1. Penyelenggaraan penguj�an 

kendaraan bermotor yang 
d�lakukan secara berkala 
mempunya� tujuan supaya 
menjaga agar kendaraan tersebut 
t�dak mengandung kekurangan-
kekurangan secara tekn�s 
yang d�ketahu�/t�dak seh�ngga 
men�mbulkan bahaya bag� 
masyarakat dan l�ngkungan.

2. Has�l dar� pemer�ksaan penguj�an 
kendaraan bermotor �n� dapat 
d�pertanggung jawabkan.
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3. Menjaga prasarana lalu l�ntas 
sepert� jalan raya dan jembatan 
agar t�dak cepat rusak.
Sasaran dar� penyelenggaraan 

pemer�ksaan penguj�an kendaraan 
bermotor �n� ya�tu d�tujukan pada 
kendaraan waj�b uj� ya�tu mob�l 
penumpang umum, mob�l bus, mob�l 
barang, kereta tempelan dan kereta 
gandengan dan d�laksanakan oleh 
Pemer�ntah Daerah dalam hal �n� 
Instans� Perhubungan.

3.2. Pelaksanaan Uji Kelayakan 
Kendaraan Bermotor di Kota 
Denpasar
Sebaga�mana telah d� ura�kan 

sebelumnya, pengert�an pelayanan 
penguj�an kendaraan adalah pelayanan 
penguj�an kendaraan bermotor yang 
sesua� dengan peraturan perundang-
undangan, dan d�selenggarakan 
oleh pemer�ntah daerah. Pelayanan 
penguj�an kendaraan bermotor d� s�n�  
menyangkut kela�kan kendaraan yang 
d�kenal dengan uj� kendaraan bermotor 
dan d�laksanakan oleh pemer�ntah 
daerah dalam hal �n� �nstans� D�nas 
Perhubungan Kota Denpasar. 

Dalam prosesnya, prosedur 
penguj�an kendaraan bermotor pada 
UPT Penguj�an Kendaraan Bermotor 
Kota Denpasar d�lakukan melalu� 2 
(dua) tahapan, ya�tu proses adm�n�stras� 
dan proses pemer�ksaan tekn�s la�k 
jalan kendaraan bermotor. Pada proses 
adm�n�stras�, syarat-syarat yang harus 
d�penuh� oleh pem�l�k kendaraan 
sebelum d�lakukan pemer�ksaan 

tekn�s pada un�t penguj�an kendaraan 
bermotor adalah dengan melamp�rkan 
Buku Uj� dan Surat Tanda Nomor 
Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), Ij�n Operas�onal Asl� 
dan Surat Ij�n Usaha Angkutan (Khusus 
untuk kendaraan umum), dan Surat 
Tera (Khusus untuk kendaraan Tangk� 
BBM) yang d�letakkan dalam 1 map. 
Sedangkan dalam proses pemer�ksaan 
tekn�s la�k jalan kendaraan bermotor 
ya�tu d�lakukan keg�atan memer�ksa, 
mencoba dan menel�t� yang d�arahkan 
kepada set�ap kendaraan bermotor yang 
waj�b uj� berkala secara keseluruhan 
pada bag�an-bag�an kendaraan secara 
fungs�onal dalam s�stem komponen 
serta d�mens� tekn�s kendaraan 
bermotor ba�k berdasarkan ketentuan 
yang berlaku maupun berdasarkan 
ketentuan persyaratan tekn�s yang 
objekt�f. Proses pemer�ksaan kendaraan 
bermotor d� UPT Penguj�an Kendaraan 
Bermotor Kota Denpasar mel�put� :
1. Pemer�ksaan uj� em�s� gas 

buang, d�mana pemer�ksaan 
�n� bertujuan untuk mel�hat 
apakah em�s� yang d�keluarkan 
sudah melewat� ambang batas 
yang d�tentukan atau belum. 
Kendaraan bermotor yang waj�b 
uj� berkala untuk memenuh� 
ambang batas la�k jalan yang 
sesua� dengan ketentuan 
Peraturan Pemer�ntah No. 55 
Tahun 2012 tentang Kendaraan 
pada Pasal 65. 

2. Pemer�ksaan pada alat uj� Head 
Light Tester mel�put�:
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 a) Lampu Utama, Lampu 
dekat dan �ntens�tasnya

 b) Peny�mpangan arah lampu 
utama.

3. Pemer�ksaan pada alat uj� Side 
Slip Tester, d�s�n� kendaraan 
d�per�ksa sl�p samp�ng roda 
depan.

4. Pemer�ksaan pada alat uj� 
Speedometer Tester, pada alat 
uj� �n� kendaraan d�per�ksa 
apakah kecepatannya sesua� 
dengan Speedometer yang ada 
pada kendaraan tersebut.

5. Pemer�ksaan pada alat uj� Brake 
Tester, pada alat �n� kendaraan 
yang d�per�ksa adalah ef�s�ens� 
rem utama ba�k sumbu depan 
maupun sumbu belakang.

6. Pemer�ksaan pada alat uj� Under 
Cariage dan Joint playing 
detector, pada alat uj� yang 
berfungs� untuk memer�ksa 
bag�an bawah kendaraan 
bermotor.
Dar� penguj�an yang telah 

d�lakukan akan mendapatkan has�l 
kendaraan yang d� uj� lolos atau t�dak. 
Bag� kendaraan yang d�nyatakan lulus 
uj� mendapat perpanjangan buku uj� 
berkala selama 6 (enam) bulan dan 
d�lengkap� dengan tanda samp�ng 
atau tanda uj� berkala, ya�tu berat 
kosong kendaraan, jumlah berat yang 
d�perbolehkan atau d��z�nkan, daya 
angkut barang, masa berlaku surat/
tanda uj� dan kelas jalan terendah 
yang boleh d�lalu�. Buku uj� tersebut 
memuat keterangan tentang �dent�f�kas� 

kendaraan bermotor dan �dent�tas 
pem�l�k, spes�f�kas� tekn�s, has�l uj�, 
dan masa berlaku has�l uj�. Sedangkan 
tanda uj� berkala memuat keterangan 
tentang �dent�f�kas� kendaraan 
bermotor dan masa berlaku has�l uj�. 
Apab�la kendaraan yang d�uj� t�dak 
lolos uj�, maka harus d�sampa�kan 
secara tertul�s d�serta� dengan : 
1). Alasan t�dak lulus uj�;
2). Item yang t�dak lulus uj�;
3). Perba�kan yang harus d�lakukan; 

dan
4). Batas waktu mengajukan 

penguj�an ulang.
Dalam Peraturan Daerah 

Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 
2011 tentang Retr�bus� Penguj�an 
Kendaraan Bermotor pada Pasal 8, ada 
5 (l�ma) jen�s atau kategor� pelayanan 
penguj�an kendaraan bermotor pada 
UPT. Penguj�an Kendaraan Bermotor 
Kota Denpasar antara la�n : 
1). Penguj�an Pertama;
2). Penguj�an Berkala;
3). Numpang Uj� Masuk; 
4). Numpang Uj� Keluar; dan
5). Mutas� Masuk Dar� W�layah 

La�n.

3.3. Pelaksanaan Pengujian 
Kendaraan Bermotor Sebagai 
Wujud Keselamatan Berlalu 
Lintas
Dewasa �n�, kendaraan bermotor 

t�dak hanya d�pandang sebaga� has�l 
rekayasa teknolog� semata, namun 
dalam perannya sebaga� sarana 
transportas�, kendaraan bermotor 
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juga mampu berpotens� men�mbulkan 
kecelakaan lalu l�ntas. Dengan keadaan 
yang dem�k�an tentunya penggunaan 
kendaraan bermotor sebaga� alat 
transportas� yang d�operas�kan d� 
jalan perlu mendapat perlakuan yang 
ba�k dan benar dalam penggunaannya.  
Sebaga�mana k�ta ketahu� bahwa lalu 
l�ntas dan angkutan jalan merupakan 
�nteraks� atau hubungan dar� 3 (t�ga) 
faktor utama yakn� jalan, manus�a 
dan kendaraan bermotor. Untuk 
mewujudkan kond�s� lalu l�ntas 
dan angkutan jalan yang aman dan 
selamat, ket�ga faktor tersebut haruslah 
memenuh� aspek kela�kan, antara la�n 
manus�anya harus la�k kemud�, jalan 
yang d�l�ntas� harus la�k l�ntas dan 
yang t�dak kalah pent�ngnya adalah 
kendaraan bermotor yang d�gunakan 
harus la�k jalan 

Dengan dem�k�an, apab�la set�ap 
kendaraan bermotor mempunya� 
potens� dapat mencelakakan orang la�n 
serta set�ap kendaraan bermotor serta 
mempunya� potens� untuk mencemar� 
l�ngkungan h�dup seharusnya set�ap 
kendaraan bermotor waj�b memenuh� 
persyaratan tekn�s dan la�k jalan. Untuk 
memast�kan bahwa set�ap kendaraan 
bermotor telah memenuh� persyaratan 
tekn�s dan la�k jalan, waj�b d�lakukan 
penguj�an kendaraan bermotor. 

Berdasarkan wawancara dengan 
Bapak Dewa Sutardja, selaku Kepala 
UPT PKB Kota Denpasar (wawancara 
pada tanggal 24 Januar� 2017), menurut 
bel�au pada prakteknya pemer�ksaan 
kendaraan dengan penguj�an kendaraan 

bermotor �n� mempunya� peran dan 
manfaat sebaga� ber�kut:13

1. Mencegah atau memperkec�l 
kemungk�nan terjad�nya 
kecelakaan lalu l�ntas, kebakaran, 
pencemaran l�ngkungan, 
kerusakan-kerusakan berat pada 
waktu pemaka�an.

2. Kendaraan bermotor yang lulus 
uj� telah melalu� serangka�an 
pemer�ksaan dengan peralatan-
peralatan mekan�s akan 
terdeteks� d�n� tentang adanya 
kerusakan-kerusakan tekn�s 
seh�ngga t�dak terjad� hal-
hal yang membahayakan atau 
kecelakaan. M�salnya ket�ka 
ef�s�ens� rem setelah d�uj� dengan 
brake tester hanya menunjukkan 
40% padahal menurut ketentuan 
yang berlaku m�n�mal adalah 
50%, seh�ngga secara tekn�s 
sangat mungk�n terjad� rem 
blong ket�ka kendaraan bermotor 
telah beroperas� d� jalan. 

3. Pemer�ksaan em�s� gas buang 
d�maksudkan untuk mencegah 
terjad�nya pencemaran udara, 
oleh karena �tu, terhadap 
kendaraan mes�n d�esel m�salnya 
d�persyaratkan maks�mal 50% 
opas�tas ketebalan asap.

4. Member�kan �nformas� kepada 
pengusaha atau pem�l�k 
kendaraan bermotor tentang 
daya angkut kendaraan, Muatan 

13  Dewa Sutardja (selaku Kepala Un�t Pelaksana 
Tekn�s D�nas Perhubungan Kota Denpasar, 
wawancara d�lakukan pada har� selasa,  24 
Januar� 2017).
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Sumbu Terberat serta Kelas 
jalan yang terendah yang dapat 
d�lalu�.

5. Set�ap kendaraan yang d�uj� 
akan d�ukur kemampuan daya 
angkut maupun MST serta 
d�pert�mbangkan dar� kelas 
jalan terendah yang akan 
d�lalu� ber�kut kemampuan ban 
yang tersed�a, seh�ngga dapat 
mencegah terjad�nya kerusakan 
jalan dan jembatan maupun 
kendaraan �tu send�r� (dengan 
prasyarat pengusaha atau pem�l�k 
mematuh� ketentuan daya angkut 
yang d�ber�kan).

6. Member�tahukan kond�s� 
kendaraan, dan apab�la ada 
kerusakan makan harus 
member�kan pula saran untuk 
perba�kan kendaraan kepada 
pengusaha atau pem�l�k 
kendaraan mengena� kond�s� 
kendaraannya.

7. Ket�ka d�ketahu� terdapat 
peny�mpangan dar� standar 
atau ambang batas yang telah 
d�tentukan dan d�perk�rakan 
dapat berak�bat fatal maka 
d�sarankan perba�kan-perba�kan 
yang harus d�laksanakan 
sebelum terjad� kerusakan yang 
leb�h besar. M�salnya dalam 
hal kec�l saja sepert� lampu, 
apab�la d�b�arkan mat� dapat 
membahayakan d�r� dan juga 
pengguna jalan la�nnya. 
Dalam wawancara dengan 

pem�l�k kendaraan yang sedang 

melakukan uj� k�r, ya�tu Bapak Mart�n 
Senayad�, dengan �a melakukan 
penguj�an kendaraan bermotor nya, 
sela�n untuk memenuh� persyaratan 
kendaraannya supaya la�k jalan, 
�a juga dapat mengetahu� kond�s� 
kendaraannya apakah seluruh 
komponen d� kendaraannya ba�k atau 
ada yang rusak, seh�ngga apab�la �a 
melakukan perjalanan jauh, t�dak akan 
merasa waswas.14

Wawancara kedua dengan Bapak 
Ra� Suardana. pem�l�k kendaraan yang 
juga melakukan uj� berkala kendaraan 
bermotor nya mengatakan, kendaraan 
bermotor nya ser�ng d�gunakan untuk 
bekerja mengantar tamu Warga 
Negara As�ng berkel�l�ng menuju 
tempat w�sata-w�sata yang ada d� 
Bal�, dengan �a melakukan penguj�an 
kendaraannya, sela�n untuk dapat 
mengetahu� kond�s� kendaraannya 
serta untuk melengkap� persyaratan 
dalam hal kendaraan la�k jalan juga 
untuk mem�n�mal�s�r gangguan yang 
terjad� apab�la sedang berkendara 
jauh seh�ngga t�dak mengganggu 
kenyamanan warga negara as�ng yang 
d�bawanya.15

Dengan dem�k�an, s�stem 
penguj�an yang ba�k dapat mewujudkan 
kond�s� s�stem transportas� yang ba�k 
pula ya�tu sebaga� ber�kut:
14 Mart�n Senayad� (masyarakat, selaku pem�l�k 

kendaraan yang melakukan penguj�an 
kendaraan bermotor, wawancara d�lakukan 
pada har� Jumat,  27 Januar� 2017).

15 Ra� Suardana (masyarakat, selaku pem�l�k 
kendaraan yang melakukan penguj�an 
kendaraan bermotor, wawancara d�lakukan 
pada har� Jumat,  27 Januar� 2017).
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1. Dapat men�ngkatnya ef�s�ens� 
mengena� b�aya transportas� yang 
berhubungan dengan mob�l�tas 
manus�a dan barang;

2. M�n�malnya d�stors� kelancaran 
lalu l�ntas jalan d�karenakan 
jam�nan terhadap kela�kan jalan 
dar� seluruh kendaraan bermotor 
yang telah beroperas� d� jalan;

3. Mengurang� t�ngkat kecelakaan 
lalu l�ntas yang d�ak�batkan oleh 
faktor tekn�s dar� kendaraan 
bermotor;

4. Terkendal�nya pencemaran 
l�ngkungan yang d�ak�batkan 
oleh em�s� gas buang kendaraan 
bermotor;

5. Merangsang penggunaan bahan 
bakar yang aman bag� kesehatan 
dan l�ngkungan;

6. Tersos�al�sas�nya kr�ter�a la�k 
jalan pada penggunaan kendaraan 
bermotor d� jalan;

7. Rangsangan terhadap 
perkembangan teknolog� 
kendaraan bermotor yang relevan 
terhadap standar kela�kan jalan 
yang d�tentukan, d�karenakan 
tuntutan kebutuhan pasar dan 
regulas� yang berkembang secara 
d�nam�s; dan

8. Berkembangnya s�stem 
penguj�an kendaraan bermotor 
yang sejalan dengan harmon�sas� 
s�stem penguj�an kendaraan 
bermotor secara global.
Dengan mel�hat manfaat yang 

d�t�mbulkan dengan kendaraan 
bermotor melakukan pemer�ksaan 

penguj�an kendaraan bermotor nya, 
penguj�an kendaraan bermotor 
merupakan langkah strateg�s dalam 
men�ngkatkan keselamatan transportas� 
jalan dan turut mewujudkan kond�s� 
zero accident, d�antaranya dengan 
menerapkan jam�nan keselamatan 
penggunaan sarana angkutan agar 
memenuh� persyaratan tekn�s dan la�k 
jalan kendaraan.

Terka�t dengan adanya jam�nan 
keamanan serta keselamatan secara 
tekn�s terhadap penggunaan kendaraan 
bermotor d�jalan, untuk �tu d�perlukan 
penguj�an kendaraan secara cermat 
yang d�lakukan oleh tenaga yang 
profes�onal sesua� dengan ketentuan 
yang berlaku. Dengan dem�k�an 
pelaksanaan penguj�an kendaraan 
bermotor  dapat d�jad�kan salah satu 
unsur kekuatan penye�mbang atau 
countervailing power dampak negat�f 
yang d�t�mbulkan oleh kemajuan 
teknolog� d� sektor transportas�.

IV.  KESIMPULAN
Dar� pembahasan yang sudah 

d�paparkan d�atas, oleh karena �tu 
kes�mpulan yang d�dapat adalah :
1. Pelaksanaan uj� kelayakan 

kendaraan bermotor oleh D�nas 
Perhubungan Kota Denpasar 
d�lakukan melalu� 2 (dua) 
tahapan, ya�tu proses adm�n�stras� 
dan proses pemer�ksaan tekn�s 
la�k jalan kendaraan bermotor. 
Dalam proses pemer�ksaan tekn�s 
la�k jalan, mel�put� keg�atan 
memer�ksa, mencoba dan 
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menel�t� d�arahkan kepada set�ap 
kendaraan bermotor yang waj�b 
uj� berkala secara keseluruhan 
pada bag�an-bag�an kendaraan 
secara fungs�onal dalam s�stem 
komponen serta d�mens� tekn�s 
kendaraan bermotor ba�k 
berdasarkan ketentuan yang 
berlaku maupun berdasarkan 
ketentuan persyaratan tekn�s 
yang objekt�f. Pemer�ksaan 
d� D�nas Perhubungan Kota 
Denpasar mel�put�:

 a. Pemer�ksaan uj� em�s� gas 
buang.

 b. Pemer�ksaan Head Light 
Tester mel�put� lampu 
utama, lampu dekat 
dan �ntens�tasnya serta 
peny�mpangan arah lampu 
utama.

 c. Pemer�ksaan Side Slip 
Tester, ya�tu kendaraan 
d�per�ksa pada sl�p samp�ng 
roda depan.

 d. Pemer�ksaan Speedometer 
Tester, ya�tu pemer�ksaan 
kecepatan yang d�sesua�kan 
dengan speedometer pada 
kendaraan tersebut.

 e. Pemer�ksaan Brake Tester, 
ya�tu pemer�ksaan ef�s�ens� 
rem utama ba�k sumbu 
depan maupun sumbu 
belakang.

 f. Terakh�r pemer�ksaan 
Under Cariage dan Joint 
playing detector, ya�tu 
memer�ksa bag�an bawah 
kendaraan bermotor.

 Dar� penguj�an yang telah 
d�lakukan akan mendapatkan 
has�l kendaraan yang d� uj� 
lolos atau t�dak. Bag� kendaraan 
yang d�nyatakan lulus uj� 
mendapat perpanjangan buku uj� 
berkala selama 6 (enam) bulan 
dan d�lengkap� dengan tanda 
samp�ng atau tanda uj� berkala, 
sedangkan apab�la t�dak lulus uj� 
maka d�sampa�kan secara tertul�s 
d�serta� dengan alasan t�dak lulus 
uj�, �tem yang t�dak lulus uj�, 
perba�kan yang harus d�lakukan 
dan batas waktu mengajukan 
penguj�an ulang.

2. Mengena� pelaksanaan 
penguj�an kendaraan bermotor 
dalam mewujudkan keselamatan 
berlalu l�ntas, setelah melakukan 
wawancara dengan Kepala UPT 
Penguj�an Kendaraan Bermotor 
Kota Denpasar dan masyarakat 
waj�b uj� mengatakan bahwa 
tujuan d�lakukannya uj� 
kendaraan bermotor adalah 
sela�n sebaga� syarat kendaraan 
la�k jalan juga untuk mencegah 
atau memperkec�l kemungk�nan 
terjad�nya kecelakaan lalu 
l�ntas, kebakaran, pencemaran 
l�ngkungan, kerusakan-
kerusakan berat pada waktu 
pemaka�an dan ket�ka d�ketahu� 
terdapat peny�mpangan dar� 
standar atau ambang batas yang 
telah d�tentukan dan d�perk�rakan 
dapat berak�bat fatal maka 
d�sarankan perba�kan-perba�kan 
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yang harus d�laksanakan 
sebelum terjad� kerusakan yang 
leb�h besar. Dengan pemer�ksaan 
yang d�lakukan serta saran-
saran apab�la d�temukan adanya 
kerusakan dalam kendaraan 
yang d�uj�, d�harapkan untuk 
b�sa mem�n�mal�s�r terjad�nya 
kecelakaan lalu l�ntas yang 
d�sebabkan oleh kendaraan. 
D�lanjutkan wawancara dengan 
para pelaku waj�b uj� atau pem�l�k 
kendaraan yang melakukan 
penguj�an kendaraan bermotor
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